
 

 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR  11  TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan 

dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah      

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah      

Tahun Anggaran 2018;  

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 



Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965   Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah      

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 

Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005        

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006        

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5     

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 5351); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6      

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43  Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015   Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 

Khusus di Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10          

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 



Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);  

34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11          

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 10   Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 2); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas  Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 4 Tahun  2011  tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2016  Nomor 16); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5         

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 

Nomor 5); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun  2011  tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2015 Nomor 5); 



39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik       

Tahun 2011 Nomor 7); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah  diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2017 Nomor 10); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12         

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 Nomor 18); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2017 Nomor 7); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Pertanggungjawaban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 

Nomor 8); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN GRESIK 

dan 

BUPATI GRESIK 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2018. 



Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah Rp.   2.897.503.571.000,00 

b. Belanja Daerah Rp.   2.983.138.197.036,00 

 Defisit                                   Rp.        85.634.626.036,00 

c. Pembiayaan Daerah   

1. Penerimaan Pembiayaan Rp.        85.634.626.036,00 

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp.                               0,00 

Pembiayaan Netto Rp.        85.634.626.036,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan  

 Anggaran                        Rp.           0,00 

 

Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana  dimaksud  dalam   

Pasal 1 huruf a terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.      947.570.465.000,00 

b. Dana Perimbangan Rp.   1.438.593.338.000,00 

c. Lain-Lain Pendapatan  

Daerah Yang Sah  Rp.      511.339.768.000,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : 

a. Pajak Daerah Rp.      517.050.000.000,00 

b. Retribusi Daerah Rp.      126.010.881.000,00 

c. Hasil Pengelolaan   

 Kekayaan Daerah Yang 

 Dipisahkan Rp.        13.157.353.000,00 

d. Lain-Lain Pendapatan  

Asli Daerah Yang Sah      Rp.      291.352.231.000,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1)  huruf b terdiri dari jenis Pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/  

        Hasil Bukan Pajak Rp.      177.133.682.000,00 

b. Dana Alokasi Umum Rp.      909.888.092.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus Rp.      351.571.564.000,00 

 



 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 

Pendapatan : 

a. Hibah Rp.                              0,00 

b. Dana Darurat Rp.           0,00 

 

c. Dana Bagi Hasil Pajak 

dari Provinsi Rp.      214.548.840.000,00 

d. Dana Penyesuaian dan  

Otonomi Khusus Rp.      280.565.128.000,00 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah  

Daerah Lainnya Rp.        16.225.800.000,00 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1    

huruf b terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung Rp.   1.649.634.926.500,00 

b. Belanja Langsung Rp.   1.333.503.270.536,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai Rp.      865.620.340.750,00 

b. Belanja Bunga Rp.                    0,00 

c. Belanja Subsidi Rp.           0,00 

d. Belanja Hibah Rp.      242.613.836.250,00 

e. Belanja Bantuan Sosial  Rp.        28.703.050.000,00 

f. Belanja Bagi Hasil Kepada  

Propinsi/Kab/Kota dan  

Pemerintahan Desa Rp.        64.306.089.000,00 

g. Belanja Bantuan Keuangan  

Kepada Propinsi/Kab/Kota,  

Pemerintahan Desa dan 

Partai Politik Rp.      446.891.610.500,00 

h. Belanja Tidak Terduga  Rp.          1.500.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai Rp.      114.697.206.246,12 

b. Belanja Barang dan Jasa Rp.      703.363.971.551,88 

c. Belanja Modal   Rp.      515.442.092.738,00 

 



Pasal 4 

 

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana  dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf c angka 1 terdiri dari jenis Pembiayaan : 

a. SiLPA Tahun Anggaran  

  Sebelumnya  Rp.     85.634.626.036,00 

b. Pencairan Dana Cadangan Rp.                           0,00         

c. Hasil Penjualan Kekayaan  

Daerah Yang Dipisahkan  Rp.                           0,00 

d. Penerimaan Pinjaman  

Daerah  Rp.                           0,00 

e. Penerimaan Kembali   

Pemberian Pinjaman  Rp.                           0,00 

f. Penerimaan Piutang  

Daerah      Rp.                           0,00 

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 1 huruf c angka 2 terdiri dari jenis Pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana  

Cadangan  Rp.                           0,00 

b. Penyertaan Modal  

(Investasi) Pemerintah 

Daerah Rp.                           0,00 

c. Pembayaran Pokok Utang  Rp.                           0,00 

d. Pemberian Pinjaman  

Daerah     Rp.                           0,00 

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,  terdiri 

dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 

 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 

 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

 menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

 dan Organisasi; 

 



 

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan 

 Belanja Daerah Tahun Anggaran 

 2018 menurut Urusan Pemerintahan 

 Daerah, Organisasi, Pendapatan,

 Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 

 Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

 Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 

 Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

 Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 

 Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan 

 dan  Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Lain-Lain; 

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun 

 anggaran sebelumnya yang belum 

 diselesaikan dan dianggarkan kembali 

 dalam tahun anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; dan 

13. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 6 

 

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat 

melakukan belanja/pengeluaran yang belum 

tersedianya anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.   

 



(2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah 

ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah 

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 

anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak. 

(3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya; 

b. tidak dapat diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah 

Daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 

keadaan darurat. 

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia 

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga. 

(5) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang 

capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 

dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup; 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 

anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

(7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai 

kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 7 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal                                                                                                  

BUPATI GRESIK, 

 

 

 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 

 

           SEKRETARIS DAERAH  

           KABUPATEN GRESIK, 

 

 

 

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM 
            Pembina Utama Madya 
     NIP. 19580924 198003 1 006 

 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA 

TIMUR NOMOR 457-11/2017 

 


